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BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 19.A TAHUN 2O2O

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA

bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi
masyarakat serta terhambatnya pembangunan dcca akibat
panciemi C.orona 'virus Dtsease 2Ai9 POVLD-I?) periu
melakukan adaptasi kebiasaaan baru di desa termasuk
kebijakan keuangan negara dan stabi[tas sistem keuangan
untuk penanganan pand emi Corona Vins D*ease 2O19
(COVID-L9) melalui prioritas penggunaan Dana Desa sesuai
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Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2O2O terrtang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
202 1, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten l,ombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 99, Tambahan L,embaran Negara
Panr !hlilz In/nnaeia Nntrnr 4R721'r1'-F-!-:..'---e-.e.-t,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Inrlonesia Nomor 52341, sehagaimana felah dirthah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun p019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor l2-Tahu-n 2011
tentang Pembentukan Peraturafl Perundang-Undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 183. Tambahan kmbaran Negara Relublik
Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495):
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentarrg Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aanggaran 2O2l
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
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Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa. kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
l1 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Iembaran Negara Republik Ledonesia Tahun
2O19 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 632 l.l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan l€mbaran
Negara Repubiik incionesia il-omor 5558i, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Fendapaian tian tseianja i'iegara (i.embaran i,iegara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
r\tPu uru( ttl(.tt llcslil, ri,'llul-r zvlo rruuttrl t l rr,

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O5(PMK.O7 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1838) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
l/^.,^--^- lI^-^- trrr /Drrrz an loa.\t\ D^-,L^L^-r\.!.<LrrE€rrr rr\,rlrvr rr\r/ 1 ..\J.av L\-ttt-o.,'l6 r \.r urro.uofr
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2OS IPMK-OZ /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);

O Dcrafirran liilaaaari l-raoa paatraadrnan ndaEh Tar-+;6nd-l

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2O2O tenta.ng
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1035);

lO. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan ns-sa- (Benta- daerah Katrupaten
Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 12);

ll. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2O19 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan t okal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten lnmtnk Utara Tahun 2Ol9 Nomor 3ll:

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 202I.

Menetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagran Kesatu
Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelerggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupatiadalah Bupati LombokUtara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten lombok Utara;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten l,ombok Utara;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Lain,

yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memrlrlo batas wrlayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adaiah Kepaia Desa atau yang ciisebut <iengan nama iain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggirra Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
ber<iasari<an keierwai<iian wiiayah <ian diteia.pi<an secara demokraiis.

9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badal usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
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lO. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
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tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Sisa Dana Desa adal,ah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah
trerr d a lzal.rrta+aa rraner +idaL laahic .liaa'hrr.lzarr lza nc.a carlr-rai alzhir

tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada
Desa yang tidak habis digunalan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran
dan menjadi baglan dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

13. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimitki Desa meliputi
Kew. enangan be-r'da-sarka-n hak a-sal-usu!, Ke-wenargan !oka-! berskala
Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta Kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk



membiayai penyelenggaraan lrmerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah
Desa secara nasional.

16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa Terinqgal dan Desa Sangat Tertinegal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wiLayah Desa dan
tingkat kesulitan geografis Desa-

18. Indeks Kesulitan Geogratrs Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa
adalah angka yang mencerminkan trngkat kesulitan geogratis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastrulrtur,
transportasi dan telekomunikasi.

19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Iambok Utara yang
ditetapkan oleh Menteri Dalarn Negeri.

20. Anggaran Penciapatan cian Beianja Desa, yang seianjumya ciisingkat APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kernan<iirian dan kesejahteraan masyarai<at dengan meningicati<an
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

-_:rit- - _-zJ. rrlurrti:tlt rCrrB,t,ul laLaur l,illli,. lJtliil latlFrarl Puu-ranr rt.ctli1.rarr JiarrB
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

24. Tipologi Desa adalah merupakan fat<ta, karakteristik dan kondisi nyata
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah
L^-I.^-L^-- l^- l:L^-^-l-^-.^-i^,1: J: 
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25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk pening|<atan kualitas hidup dan
kehidupan sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

ne T'taca tf,oirr a..tal'h l-\aca vanc tiaa.iliLi 'r^raasi .r.rtha'- dava cnc.ial

ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualita.s hidup manusia, dan
menangguLangi kemiskinan.

27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memi-h-L-r potensi sumt'er daya sosial, ekonomr, dan ekologr tetapi belum
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi. dan ekologi te.tani trelum, atau kurang mengelolanva dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

29. Desa Ssngat Tertinggal adalah Desa yalg mengalarni kerentanan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konllik sosial sehingga
tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

3O. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-
usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah



Desa atau di udlayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar
Desa.

31. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga keqia, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

32. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi
di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak
terlalu pendek untuk usianya.

33. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan,
penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas
pelayanan kesehatan.

34. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daeral tertinggal, dan
transmigrasi.

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di
biriang Desa, pembangunan ciaerah tertinggai, cian transmigrasi.

Bagian Kedua
Ruang lingkup

rasan z

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. prioritas penggunaan dana desa; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a untuk tahun 2021 terdiri atas :

a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
^ -r1la'til,^Gi,{6n *al,rn^fdn.,{6-

d. pembinaan
(21 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan prinsip:
a. kemanusiaan;
b. k-eadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingaa nasional.

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (l) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan
Desa.



(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebaginimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs
Desa melalui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

. Paragraf 1

Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat l2l huruf a
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi
Desa mera.ta;

b. penyediaan iistrik Desa untuk mewuj uri kan Desa berenergi irersiir rian
terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola
badan usaha milik Desa/badan usaha mitk Desa bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Paragraf 2
Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Pasal 6

Paragraf 3
Adantasi Kehia Rarrr T)eqa

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan
untuk pencapaian SDGs Desa:
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan

+^I-^I^-: i-r^-^^: J^- I-^-,.-:l-^-: -^L--^: ,1,,^^ l-^t.:+*^-L\-r!rr\,ru6r irl s\,rra.Eqi uP4J a 1rr\-rulJurr(rar, r\r-rurua<ur
untuk pembangunan Desa;

b. pengembalgan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk

mewujudkan Desa tanpa keLaparan; dan
.{ naco i*Lftrcif Iarrrlz rfaaiadzorlzan lzararli}raraa I'raco flaca

damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan
budaya Desa adaptif.

(1) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID- 19;

dan
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung T\rnai

Dana Desa.
(2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dirrraksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturaJr perundang-
undangan.



Baqian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

(l) Penetapal Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menghasilkan
kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan
dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman
Pemerintah Desa dalam pen5rusunan Peraturan Desa yang mengatur
mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagar.mana dimaksud
pada ayat (l) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

i5) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa rercanrum riaiam iampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(l) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 12) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan
sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diutamakan menggunakan
pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan untuk upah pekeq'a paling sedikit 50/o (lima puluh persen)
dari dana kegiatan Padat Kar5ra Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas
masyarakat ditakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama
antar Desa.

(51 Swakelola oleh badan ker]a sama antar Desa sebagamana drmaksud pada
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal lO

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama
antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(l| Masyarakat Desa berpartisipa.si datam penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapa.n penyusunan Prioritas Penggunaan

Dana Desa;
b. menyampa.ikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam

dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.



(3| Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

(l) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagan dari RKP Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

disusun berdasarkan:
a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Desa.

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Bagran Ketiga
Publikasi dan Pelaporan

Paragraf I
Publikasi

Pasal 13

(l) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil Musyawarah Desa; da-n
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen

RPJM Desa, dokumen RKP Desa, hioritas penggunaan Dana Desa, dan
dokumen APB Desa.

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling
sedilot memuat nama kegiatan, lokasi kegratan, daIl besaran anggaran.

Pasal 14

(l) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasat 13 dilakukan di ruang
pubiik yang mutiah <iiai<ses oieh masyarai<at Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara
swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas
Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat
ii) tsFD menyampaii<an ieguran iisan <ian/aia.u tertuiis.

Paragraf 2
Pelaporan

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana
Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

(2) L^aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
dokumcn digital mcnggunakan sistcm informasi Dcsa 1-ang discdiakan olch
Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sgSagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukar
paling lama I (satu) bulan setelah RKp Desa ditetapkan.

r i,lsd.l 1.,



Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi Frioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan
kepada Perangkat Daerah danlatau camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh
Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

Pasal 17

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam ta.mpiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian dana desa per Desa, mekanisme dan
tahap penyaluran dana desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
I\-Cr l -C,It I tJ-aalll f f,lt \J l \JI-

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.
A^^- ^^t^- ^-^-- *^--^+^L,.: 

-^-^-:-+^LI-^- -^--,-r^-^^- D^-^+---^-

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
aorla +anccal 17 I\In.'amhar OAOA

BUPATI ITOMBOK UTARA,/Y

4H. NAJMULAKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 November 2O2O
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

{ xasupareN LoMBoK urARA,

lr-[lrr{ -
H. RADEN TVUh;A'N

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 16.A





Lampiran Peraturan Bupati Iombok Utara
Nomor : l9.A Tahun 2O2O
Tanggal : 17 November 2O2O
Tentang: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

PEIX)TAS I'XUU
PELAI(SAITAAIC PEICGGI'TAAT DAIqA DESA TASUIC 2021

rtL Latar BelaLang
Corona Viru-s Di.sease 2019 (COvlD- 19) telah menimbulkan

korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan
untuk penanganan COVID-I9. Kegratannya berupa Desa tanggap
Covid f9, Padat Karya T\rnai Desa, dan Bantuan I.angsung T\rnai
Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru
dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun
2O2O juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-l9 dan
Pa<iat ir.arya Tunai Desa (PKTDi untuk pemilerdayaan ekonomi Desa
melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l tetap diarahkan pada jaring
pengaman sosial, Desa Aman COVID- 19 dan pemulihan ekonomi
nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Selrtor strategis
uasionai rueiipu ii:
I . sarana/prasarana energi;
2. sarana/ prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan shtnting; d,arr
q -!--^-r-^- :-r-1.,_:frr. lrc r rEErII rrcu rEal r r.,tila uiiiiusil.

B. TuJuan
1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian
aa\ra6 n6-^

2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, penetapan prioritas
Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan
Dana Desa.

c DdG-trn_Drtnar-
Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan

martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan

selr-!!'r-!h wa.rga_ Desa. tanpa_ membeda.-bedala,n;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap

keanekaragarnan budaya dan kearifan leksl 5ssagai pembentul
kesalehan sosiat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang
lestari untuk keberlan-iutan kehidupan manusia: dan

5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan
kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan
rak,:at.

BAB I
PETDAHT'LUAIT



BA'B II
PRIORITAS PETGGUilAAIC DAJTA I'ESA

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa
2O2l diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung
pencapai:rn 1O (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan
pemulihan ekonomi nasional: program prioritas nasional: dan adaptasi
kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:
1) Desa tanpa kemiskinan;
? Desa tanpa kelaparan;
q Desa sehat sejahtera;
4l keterlibatan perempuan Desa;
q Desa berenergi bersih dan terbarukan;
Q perfumbuhan ekonomi Desa merata;
7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
q Desa damai berkeadilan;

A SIX}. Iresa
Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan
Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyaralat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang
dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk
pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasr Desa dl masa ctepan.
Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan
18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:
i. Desa ianpa kemisicinan <ian keiaparan SDGs Desa i: Desa tanpa

kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastrulrhrr dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
DrJ\rS rJesa lu: ucsa raJlPa raescrrJalrBarr; uarr
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungaa.

3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

_ ___- -t_:_- ^ _ .r_.. ___-._^.^rJl-r\JS lJtsd, l -1. lt.alwd.iiall PlcI [ruNllrcLrr lrcs<t €tllli:Lll \lalrr lrJauuaur.
4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
Qn/1^ T\6-^ 1E. na^^ -6'r''r.i ll-dt.lrsaa* zrla:a+

5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

7 f\aoa hal.iaiar.inn

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18' kelemb^gaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



$ kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
lQ kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B Pemulihan Elonoml l[adonel Serual Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik

Desa bersama;
b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama;
c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan

usalra milik Desa bersama; dan
d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
iain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2! pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
fl pengoiahan ikan (pengasapan, penggaraman, cian perebusani;
6/ pengelolaan wisata hutan fluungroue (tracking, jeleiah

ma ngtoue darr wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan ma ngroue dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
:r, Ptri:tl-uralr usanra lrcurir.sin ir-lr u,.ll LlrtiLllrrlltil lJrutrul1'

perikanan; dan
lO) pengolahan sampah.

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,
pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik pssa bcrsama i'ang scsuai dcngan kcrcnangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
a. pembangkit listrik tenaga mikrohiilrc;
b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
^ !,Emh.idLir 'li6rriL ranada rt..r6h,a;.

d. pembangkit listrik tenaga angin;
e. instalasi biogas;
f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik

Negara); dan
g. kegtatan lqlrylye- untuk me.r"rjtrdkan pen5rediaan list-rjk Desa

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produlrtif
a. pembangunan usaha berskala produltif di bidang pertanian,

grerkebunan, peternakan dan f atau grerikanan vans difokuskan
pa.da pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;

b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran
produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

d. pendayagunaan perhutanan sosial;
e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;



f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha

ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C Prognm Horltas tadonel Aeruat Kercaaagaa l)era
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
c. pendataan pada tingkat keluarga;
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
e. kegratan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

a. pen5rusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan

Desa;
c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan

Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan telorologi informasi dan komunikasi
a, pengembangan, pengeioiaan dan penginiegrasian sistem

admirfstrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital
yang disediakan Kementerian Desa, pembangunan Daerah
Tertinegal, dan Transmigrasi;

b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem
ii-rfoi'iiiasi Desa yaiig i:ei basis apiikasi digit^ai yralg riiscdiakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa
berbasis aplikasi digital; dan

d. pcngadaan sarana/prasa:-a;ia tcknologi infomasi dan
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
l) tower untuk jaringan internet;
2) pengadaan komputer;
3l Smartptona dan
4l !-nddano6 ia+cmat

e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian
teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
a. p'e-ngada-an, pembang:nan, pernanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa wisata;
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan

berbasis digtal;
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d. gr.noelolaan Desa wisata;
e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; danf. kegiatan pengembangan Desa wisata l,ainnya yalg sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
Penguatan ketahanan pangan
a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
b. pembangunan lumbung pangan Desa;
c. pengolahan pasa panen; dan
d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai

5.



dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa
a. pengelolaaa advokasi konvergensi pencegahan strtrttirtg di Desa

dengan menggunakan aplikasi digtal eLecbonic-Human
Deuelopment Wo*er (e-HDW l;

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan sfiurting
melalui rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan pening]<atan layanan kesehatan,
peningkatan gjzt dar, pengasuhan anak melalui kegiatan:
I) kesehatan ibu darr anak;
2) konseling gizi;
3) air bersih dan sanitasi;
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
aciministrasi kepend uciui<an;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk
pencegahan perkawinan anak; dan

7i pendayagunaan iahan pekarangem keiuarga rian ianah i<as
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergin
untuk ibu harril, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif
a. rl'eSiaLa[r lrerlyaar&au rla.uiil ul-tlull -KcruurP{-rE urdr Erlliir Llil.ll r tllLiltl

yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan
!. ^t ^*-^l- -^-;-^l 

J^- -^-+^-.Ar-rl.IrrPiJA ruar Eura,r \r€rrr r\-rrl".ur,
c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan loka-l untuk

membentuk kecalehan sosial di Desa; dan
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai

nan^66 l--".-----a- T-raco rlan e{.iat*rroLoa rlolam I\trt c.'o-.'ara}r

Desa.

D Adaptast Keblasaen Banr Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa
meliputi:
1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar
rumah;

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
yang siap pakai di setiap tempat umum, anrtara lain di
depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah,
tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes,
dan Lain-lain; dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap altivitas di ruang
umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap
digunakan ketika dibutuhkan.



Q mempertahankal pos jaga Desa guna:
a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang

keluar masuk Desa;
c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari

rantau; dan
d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga

Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
b. Transformasi relawan Desa lawan COVID- 19 menjadi relawan

Desa Aman COVID- 19 dengan struktur sebagai berikut:
l) ketua: kepala Desa
2) wakil: ketua BPD
3) anggota:

a) perangkat Desa;
b) anggota BPD (BPD)
c) kepala dusun atau yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f; penciamping ioii:ai Desa;
gf pendamping Program Keluarga Harapan (pI(H);
h) pendamping Desa sehat;
i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
l) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (pKK); dan
iii iia.iei' iEiiiir€i daJaaii iiasyar-raLkai Desa (Kpi"iDi.

4) mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban

rnasyarakat (Babinkamtibmas) ;
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
^t -^- I ^--:- - n^_^r-, l,\,rr\ra.! rPurE, u\-s.i.

$ Tugas relawan Desa aman COVID-l9:
a) melakukan sosielisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di

Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentsn sa.l,jt, seperlj creng tua, ta[ta,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit
tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata
keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai
kebljakan terkait jaring pengamanan sosial dari
Pemerintah Pusat maupun daerah, ba:k yang telah
maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau caAan
pembersih tangan (lwnd sanitiz,ef di tempat umum.

BAA IU
PETETAPA'r PRIORITAS PEIGGI'TAAIC DAITA DESA

A Kerenangaa l)era
l. Prioritas Penggunaan Dana Desa d akukan berdasarkan peraturan

Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hat esa_
Usul dan Kewenangan l,okal Berskala Desa.

2 Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan



Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan
Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
l,okat Elerskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3 Apa.bila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan
Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B Suatelole
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus

dilaksanalan secara swalelola oleh Desa sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2 Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
mel,akukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perunriang-undangan rcntang pengaciaan irarang cian jasa <ii Desa.

3 Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya:
studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan
kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Disa
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan keqiasama
antar-Desa, dan <iiiarang <iikerjakan oieh pihak keiiga.

C Padat Xarya Tuaet Desa
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan

pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2 irekeija ,3iprioritaska.n ba6-i i:eiiganggiii. , setengair

penganggur,
Perempuan Kepala keluarga. (PEKKA), anggota keluarga miskin,
serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3 besaran anggaran upah kerja paling sediki t SU/o (lima puluh
pcrscn) da_ri to."al biai'a pcr kcgiatan yang dilal<ukan mcnggunakaii
polaPKTD;

4. pembayaran upah kerja diberikan se :ap hari;
5 pelaksanaan kegiatan Padat Karya T\rnai Desa (PKTD) dikelola

dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para
peke{a da:: CO\4D-19, melipud: mengguna.t.a:r *e=k..,
menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja
lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yarr! satit
dilarang ikut bekerja di pKTD; dan

6 jenis kegiatan Padat Karya T\rnai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a trar.tanian dan rre r-etrr r n an UntUk Letaha.,an ,ran rrarl--_ i -'

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk
tanaman pangan dan perkebunan;

! pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk lrnanaman
sa3 rrErn dan lainJain; dan

{ grenanaman tumpans sari tanaman grrkok di
lahan-lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa
g kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
! kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha mitik Desa bersama; dan
Q membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi_lokasi

wisata.
c. perdagangan logistik pangan



$ pemeliharaan bangunan pasar;
? badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli
komoditas Desa untuk dljual kembali di pasar yang lebih luas;

$ badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan

4 tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang mengu ntungkan di Desa.

d. perikanan
1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
2 bag hasil budidaya il<an air tawar melalui badan usaha milik

Desa dan/ atau badan usaha m ik Desa bersama; dan
Q membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternalan
i) membersihi<an kandalg ternak miiik iradan usaha miiik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
! penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang

dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan

$ kerja sama ira<ian usaha miiik Desa <ian/ai.au badan usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran
ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
l) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau

!..!-.- --uauar I usanla trulrl1' rjeriia Delsatiia,
Q perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik

Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
Q penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar

melalui dana Desa.

D Peneatuan Horltat Peaggunaaa Dana Desa
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui
penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa
untuk difokuskan pa.da upa.ya pemulihan ekonomi nasional, program
prioritas nasiona!, dan adaptasi kebias-.*^.n ba--.r Desa l,eng *.r.dukur.g
SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas
Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan pernasalahan dan potensi penyelesaian masalah ya1,

ada di Desa dipilih program/kegiatan yang pa.ling dibutuhkan
m4s),ala-L-at Desa. dan yang paling besar: kemanfaatannj/a. rrnrut
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

2 program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya padat Karya Tunai Dtsa
(PKTD);

3 pmgram dan,/atau ke-siatan vang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di
Desa;

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan5 program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola
secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapa.n Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan
melalui aplikasi digitaf yang disediakan oleh Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



E Pengembangan kegiatan dl luar Prloritac Penggunaan l)ana Desa
Penggunaan Dana Dera Tahun 2021

Diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Vinls Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka
pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah
tidak diperbolehkan.

F. fahapan Pereacanaaa Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa
hal- hal sebagai berikut:
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan

Desa;
b. dokumen RPJMDesa;
c. program/ proyek masuk Desa;
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan

Desa; dan
e. kebijakan Prioritas Fenggunaan Dana Desa untuk pemulihan

ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi
kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2 Musyawarah dusun/kelompok
!\_-- .-- _-- l:^t r\-:^_:!_ _ir.. war Eir. lJcni1 luErrult r1'ulrrl.inr I rtluiluil. rrruriliis rErrB€ui1ai.ir.l1 iiai-ra

Desa berdasarkan data dal informasi yang diberikan oleh Desa
melalui berbagai forum diskusi.

b. tim penJrusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
-^-J:^l^,^:1.^ 

D-i^-:+^^ I)^- ^-,- ^ ^- h^-^r rlri i i-a.s r Ui i66lii iaiiij i ijaiiia.
c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan

yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga

dalam Musyawarah Desa.

3 Musyawarah Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan
Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam
M,.rsyawa.rah Desa. Be-nta aca!'a Mr-ts;/a*a.r-a} Desa menja-di
pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan
APB Desa.
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